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KEDUDUKANKEDUDUKAN,, PERANPERAN DANDAN FUNGSIFUNGSI RKPD TAHUNRKPD TAHUN 20162016KEDUDUKANKEDUDUKAN,, PERANPERAN DANDAN FUNGSIFUNGSI RKPD TAHUNRKPD TAHUN 20162016

Pasal 263 ayat (4) UU
23/2014

ttg Pemda
“RKPD merupakan

penjabaran dari RPJMD”

Prog & keg dan pemanfaatan keuda dlm upaya peningkatan
pelayanan, pemberdayaan masyarakat & pembangunan di

daerah

SubstansialSubstansial

• menjadi landasan penyusunan kebijakan penganggaran
sesuai dgn UU 17/2003 ttg Keuangan Negara

• Setelah dibahas bersama seluruh pemangku
kepentingan, menjadi landasan penyusunan R-APBD Tahun
2016

• DPRD, KDH, Kepala PD & seluruh pemangku
kepentingan, wajib menjaga konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran serta mengendalikan &
mengawasi pelaksanaannya

FormalFormal

Pasal 263 ayat (4) UU
23/2014

ttg Pemda
“RKPD merupakan

penjabaran dari RPJMD”

rancangan kerangka
ekonomi dan prioritas

pembangunan
Daerah, serta rencana kerja

dan pendanaan untuk
jangka waktu 1 (satu)

tahun”

memuat

• menjadi landasan penyusunan kebijakan penganggaran
sesuai dgn UU 17/2003 ttg Keuangan Negara

• Setelah dibahas bersama seluruh pemangku
kepentingan, menjadi landasan penyusunan R-APBD Tahun
2016

• DPRD, KDH, Kepala PD & seluruh pemangku
kepentingan, wajib menjaga konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran serta mengendalikan &
mengawasi pelaksanaannya

• memuat arahan utk peningkatan kinerja pemda yg menjadi
tanggung jawab Kepala PD dlm melaksanakan tugas, fungsi
dan kewajiban masing-masing.

• Penjabaran lebih lanjut RKPD kedalam Renja-PD harus
mengutamakan pd kepentingan publik, agar masyarakat
benar-benar merasakan kehadiran pemda dalam
memenuhi kebutuhan layanan dasar & mendorong
peningkatan daya saing daerah

OperasionalOperasional
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PENYELARASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2016
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3 Dimensi Pembangunan dan
NAWACITA JOKOWI-JK

RPJMN 2015RPJMN 2015--20192019

RPJMD
mengurangi tingkat kemiskinan &  pengangguran melalui peningkatan kualitas SDM, pengembangan

teknologi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, sesuai dgn
kondisi, potensi, serta permasalahan

RPJMD
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teknologi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, sesuai dgn
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PRIORITASPRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016TAHUN 2016

peningkatan pelayanan
pendidikan, pelayanan kesehatan;
tersedianya perumahan layak huni

bagi masyarakat berpenghasilan
rendah dan jaminan sosial, serta

mendukung pembentukan
mental/karakter bangsa, budi

pekerti, nilai-nilai patriotisme dan
cinta Tanah Air serta semangat bela

Negara

Pembangunan
manusia

Pembangunan
manusia

upaya mendukung
terwujudnya kedaulatan

pangan, kedaulatan
energi dan

ketenagalistrikan, kemar
itiman dan

kelautan, serta
pariwisata dan industri

Pembangunan
sektor unggulan
Pembangunan

sektor unggulan

• peningkatan pemerataan
pendapatan antar kelompok
masyarakat, antarwilayah, anta
rdesa dan pinggiran serta
antarkawasan

• mengurangi kesenjangan
pembangunan dimasing-
masing wilayah

Pemerataan
pembangunan antarwilayah

Pemerataan
pembangunan antarwilayah

3 Dimensi Pembangunan dan
NAWACITA JOKOWI-JK

RPJMN 2015RPJMN 2015--20192019



HAL YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN PEMERINTAH DAERAHHAL YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH

mendukung kegiatan reformasi agraria untuk pengendalian pemanfaatan lahan
pertanian, pendistribusian bibit & pupuk, peningkatan biaya operasi & pemeliharaan
irigasi dlm upaya peningkatan produktifitas pertanian dan nilai tambah petani untuk
hidup layak dan lebih sejahtera

kedaulatan pangankedaulatan pangankedaulatan pangankedaulatan pangan

• mendukung penguatan konektifitas laut dan industri padat karya, pemberantasan
illegal fishing dan pasar gelap ikan, peningkatan konservasi dan pemanfaatan
budidaya laut, penguatan kapasitas SDM bidang kelautan, pemberdayaan masyarakat
pesisir dan pulau-pulau kecil

• turut menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim
dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang
mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional

kemaritimankemaritiman dan kelautandan kelautankemaritimankemaritiman dan kelautandan kelautan

• mendukung penguatan konektifitas laut dan industri padat karya, pemberantasan
illegal fishing dan pasar gelap ikan, peningkatan konservasi dan pemanfaatan
budidaya laut, penguatan kapasitas SDM bidang kelautan, pemberdayaan masyarakat
pesisir dan pulau-pulau kecil

• turut menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim
dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang
mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional

• mendukung perlindungan dan konservasi sumber daya alam, serta rehabilitasi hutan
dan lahan kritis agar kita dapat mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup.

• turut serta melestarikan sumber kehidupan bagi generasi dimasa yang akan datang

pengelolaanpengelolaan sumber daya alamsumber daya alampengelolaanpengelolaan sumber daya alamsumber daya alam



• mendukung program modernisasi pasar tradisional yang telah ada dan pembangunan
pasar tradisonal serta peningkatan percepatan penyelesaian perizinan melalui PTSP
dengan efisiensi menjadi maksimal 15 (limabelas) hari.

• agar kita mampu bersaing dengan negara tetangga dalam penyelesaian perizinan
secara cepat, tepat, mudah dan murah bagi para investor yang akan memulai atau
perluasan usaha

investasiinvestasiinvestasiinvestasi

LanjutanLanjutan

• mendukung optimalisasi pemanfaatan gas sebagai sumber daya energi, penguatan
infrastruktur energi, mengatasi kelangkaan listrik, dan pengembangan teknologi
hemat energi

• dukungan pemerintah daerah diharapkan Indonesia akan dapat mewujudkan
kedaulatan energi dan ketenagalistrikan

energienergi dan ketenagalistrikandan ketenagalistrikanenergienergi dan ketenagalistrikandan ketenagalistrikan



LanjutanLanjutan

• mendukung peningkatan pengelolaan potensi kekayaan alam dan keanekaragaman
budaya, penciptaan nilai tambah sektor industri dengan muatan
IPTEK, keterampilan, keahlian dan SDM yang unggul

• mendukung pencapaian target kunjungan wisatawan secara nasional.
• Pembangunan bidang pariwisata sangat efektif membuka kesempatan kerja menekan

angka pengangguran.
• tersedianya SDM yang unggul, dan penerapan teknologi tepat guna kualitas berbagai

jenis hasil industri semakin baik yang pada akhirnya mendorong peningkatan
pemerataan pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat

pariwisatapariwisata daerahdaerahpariwisatapariwisata daerahdaerah

• mendukung peningkatan mendukung penguatan infrastruktur perhubungan dan
maritim, infrastruktur energi, infrastruktur pariwisata, dan infrastruktur kedaulatan
pangan

• Tersedianya jaringan infrastruktur dan berkembangnya berbagai moda transportasi
yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat murah dan aman, akan mendorong
efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang
dapat menekan ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi

infrastrukturinfrastrukturinfrastrukturinfrastruktur



• Terjaminnya keamanan, ketentraman& ketertiban
• mendorong terlaksananyaPemilukada yg jujur, adil, aman &demokratis yang akan berlangsungbaik dalam Tahun 2015 maupunTahun 2016 mendatang

• Terjaminnya keamanan, ketentraman& ketertiban
• mendorong terlaksananyaPemilukada yg jujur, adil, aman &demokratis yang akan berlangsungbaik dalam Tahun 2015 maupunTahun 2016 mendatang

MENCIPTAKAN SITUASI DAN KONDISIMENCIPTAKAN SITUASI DAN KONDISI
KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN YANGKEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN YANG

KONDUSIFKONDUSIF
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• meningkatnya aksiterorisme, perampokan, penyebarlasanideologi yang bertentangan dgn UUD 45 &Pancasila,
• meningkatnya tindak kekerasan terhadapperempuan & anak serta traficking,
• meningkatnya peredaran & penggunaanmiras, narkoba, psikotropika yang telahmenelan korban jiwa,
• maraknya aksi unjuk rasa dan konflik sosial
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• maraknya aksi unjuk rasa dan konflik sosial

permasalahanpermasalahanpermasalahanpermasalahan hasilhasilhasilhasil

• menjamin terciptanya kepastian &penegakan hukum, keamanan danketertiban,
• peningkatan pendidikanpolitik, demokrasi bagi setiap wargamasyarakat
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• Tingkatkan koordinasiFORKOMPIMDA, seluruh jajaran tingkatprovinsi sampai tingkat kelurahan dandesa
• cegah dan tangkal gangguan keamanansejak dini untuk menciptakan situasiyang aman, tertib dan tentram

• Tingkatkan koordinasiFORKOMPIMDA, seluruh jajaran tingkatprovinsi sampai tingkat kelurahan dandesa
• cegah dan tangkal gangguan keamanansejak dini untuk menciptakan situasiyang aman, tertib dan tentram

pencegahanpencegahanpencegahanpencegahan
sasaran program dan kegiatansasaran program dan kegiatansasaran program dan kegiatansasaran program dan kegiatan



MITIGASI BENCANAMITIGASI BENCANA

• gempa bumi
• tsunami
• tanah longsor
• kebakaran
• banjir
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• kesiapsiagaan,
• penanggulangan korban bencana
• rehabilitasi pasca

bencana, penanganan bencana
lebih komprehensif
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ARAH SASARAN PROGRAM & KEGIATANARAH SASARAN PROGRAM & KEGIATANARAH SASARAN PROGRAM & KEGIATANARAH SASARAN PROGRAM & KEGIATAN

mengurangi resiko & masyarakat
mampu bertahan terhadap bencana
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• korban jiwa,
• kerugian harta benda dan

ekonomi
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RESIKORESIKORESIKORESIKO

kerusakan pembangunan meningkat
lebih cepat daripada pertumbuhan

ekonomi

kerusakan pembangunan meningkat
lebih cepat daripada pertumbuhan

ekonomi

AKIBATAKIBATAKIBATAKIBAT



SINERGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
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PENYELARASAN RKPD TAHUN 2016 DENGAN RPJMD DAN
KONSISTENSI PENGANGGARAN & PELAKSANAAN APBD TAHUN 2016

Pimpinan dan Anggota DPRD
& seluruh pemangku
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Pimpinan dan Anggota DPRD
& seluruh pemangku

kepentingan

Memberi saran dan
masukan yang konstruktif

Memberi saran dan
masukan yang konstruktif

Mengawal konsistensi
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APBD TA 2016
Penganggaran
APBD TA 2016

Pelaksanaan
APBD TA 2016
Pelaksanaan

APBD TA 2016
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““IndonesiaIndonesia Yang Berdaulat, Mandiri,Yang Berdaulat, Mandiri,
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GotongGotong RoyongRoyong””
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Dukung agenda prioritas dan
pencapaian sasaran

pembangunan nasional
Tahun 2016

(Dalam RPJMN 2015-2019)
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Bangun komitmen yang tinggi dan
bekerjasama melibatkan seluruh
kelompok & lapisan masyarakat

dalam membangun daerah
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